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PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama penelitian mengenai
praktik ijarah tukang titip besi di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan

Kabupaten Mandailing Natal, dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah,

dapat diambil Kesimpulan

5.1.1 Pelaksanaan praktik akad ijarah antara tukang titip besi dan penitip di
Desa Manambin dilakukan secara turun-temurun dan bersifat sangat
sederhana. Akad yang terjadi hanya disampaikan secara lisan dari
mulut ke mulut tanpa adanya perjanjian tertulis, terdapat beberapa
ketidaksesuaian dalam sistem pembayaran upah (ijarah) yang
diterapkan di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten
Mandailing Natal. Beberapa orang penitip belum membayar upah
setelah pekerjaan selesai, bahkan ada yang masih memiliki hutang atau
belum melunasi pembayaran.

5.1.2 Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik ijarah tukang titip
besi di Desa Manambin belum sesuai dengan syari‘at islam karena
sebagaian besar penitip memberikan upah diawal tanpa
memperhitungkan ongkos kirim, yang kemudian dibebankan secara
sepihak kepada tukang titip besi, hal ini melanggar prinsip keadilan
dalam ijarah karena menimbulkan ketimpangan beban. Adanya penitip
yang menunda pembayaran atau berhutang kepada tukang titip besi
menjadikan akad ijarah menjadi gharar (mengandung ketidakpastian),
dalam akad ijarah, pembayaran harus jelas waktunya dan tidak boleh
merugikan salah satu pihak. Selain itu tukang titip besi juga
menanggung risiko kerusakan ulang dan biaya tambahan tanpa adanya
akad atau kesepakatan tertulis, ini bertentangan dengan prinsip ijarah
yang mengharuskan adanya kejelasan tugas, hak, dan kewajiban kedua

belah pihak.
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5.1.3 Solusi untuk mengatasi masalah praktik ijarah tukang titip besi di Desa

5.2

Manambin dapat diselesaikan melalui penerapan akad ijarah yang
shahih dengan memperhatikan prinsip kejelasan (transparansi) dalam
perjanjian. Dalam konteks ini, sangat penting untuk menetapkan
kesepakatan secara tertulis mengenai lingkup pekerjaan, besaran upah,
ongkos kirim dan tanggung jawab terhadap kerusakan ulang peralatan.
Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan)
yang dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan
prinsip keadilan dalam muamalah. Selanjutnya, dalam sistem
pembayaran hendaknya tidak memberatkan salah satu pihak, terutama
tukang titip besi, yang dalam praktiknya sering menanggung biaya
tambahan tanpa kompensasi. Oleh karena itu, disarankan
menggunakan akad ijarah mausufah fi dzimmah, yakni akad sewa jasa
dengan pembayaran tertunda yang dijamin melalui kesepakatan yang
mengikat. Selain itu, untuk mengantisipasi penitip yang menunda
pembayaran atau berhutang, keterlibatan Lembaga keuangan mikro
syariah setempat dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam
menjamin gtransaksi yang adil dan aman. Tantangan operasional
seperti keterbatasan bahan bakar (arang) juga dapat diatasi melalui
kerjasama kolektif antara pelaku usaha besi dengan mengedepankan
prinsip ta’awun (tolong-menolong), guna memperkuat keberlanjutan
usaha. Dengan demikian, solusi berbasis hukum ekonomi syariah ini
mampu menciptakan sistem ijarah yang adil, transparan, dan

berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Saran

Setelah selesai dari penyusunan skripsi ini, maka penulis akan

menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat, sebagai

berikut:

5.2.1 Sejak praktik titip besi dimulai, pencatatan transaksi dilakukan secara

tertulis. Hal ini bertujuan untuk mencegah perselisihan di kemudian



5.2.2

5.2.3
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hari. Dengan adanya dokumen tertulis, hak dan kewajiban kedua belah
pihak menjadi lebih jelas dan dapat dijadikan acuan hukum jika timbul
masalah. Selain itu, terkait dengan upabh, kini telah ditetapkan tarif atau
besaran upah yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang akan
dikerjakan, sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.
Berdasarkan praktik ijarah titip besi di Desa Manambin, Kecamatan
Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, disarankan agar
pelaksanaannya lebih selaras dengan prinsip ijarah dalam hukum
ekonomi syariah. Penyesuaian ini penting untuk memastikan keadilan
dalam setiap pelaksanaan akad.

Penerapan akad ijarah yang shahih dengan memperhatikan prinsip
kejelasan (transparansi) dalam perjanjian serta dalam sistem

pembayaran hendaknya tidak memberatkan salah satu pihak .
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